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ABSTRAK

Penelitian Ini berjudul “Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Palembang”. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui implementasi core value ASN BerAKHLAK di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif. Pada penelitian ini juga digunakan teori Van Horn dan Van Meter (1975),
yang dibagi menjadi 6 dimensi, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya,
komunikasi dan aktivitas organisasi, karakter lembaga pelaksana, disposisi
implementator, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa implementasi core value ASN BerAKHLAK di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sudah berjalan maksimal. Namun, ada
beberapa temuan dalam proses penelitian yang ada, yaitu belum terpenuhinya
beberapa indikator yang ada, seperti dalam indikator interpretasi masih belum
masifnya penyebaran informasi mengenai program, indikator anggaran tidak
ditemukan anggaran, dan indikator internalisasi organisasi tidak ditemukan panduan
terkait program.
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ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of the ASN BerAKHLAK Core Value
in the Communication and Informatics Office of Palembang City". The purpose of this
study was to determine the implementation of the ASN BerAKHLAK core value in the
Palembang City Communication and Informatics Office. The research method used is
qualitative research. This study also used the theory of Van Horn and Van Meter
(1975), which is divided into 6 dimensions, namely policy standards and objectives,
resources, communication and organizational activities, the character of
implementing agencies, the disposition of implementers, and social, economic and
political conditions. The results of this study indicate that the implementation of the
ASN BerAKHLAK core value in the Communication and Informatics Office of
Palembang City has run optimally. However, there are some findings in the existing
research process, namely the non-fulfillment of several existing indicators, such as in
the interpretation indicator there is still no massive dissemination of information about
the program, the budget indicator is not found budget, and the organizational
internalization indicator is not found program-related guidelines.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia merupakan
keniscayaan yang harus pemerintah pertimbangkan untuk keberlangsungan hidup
orang banyak. Banyaknya permasalahan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
terjadi beberapa dekade ini, harus dijadikan sorotan dalam membangun kualitas
Sumber Daya Manusia yang ada dalam Organisasi Pemerintah. Kualitas Sumber Daya
Manusia menentukan kualitas pelayanan publik dan berjalannya suatu organisasi.
Sumber Daya Manusia merupakan aset utama yang dimiliki organisasi. Oleh karena
itu, diperlukan suatu pondasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencapai tujuan
organisasi yang semestinya.

Banyak sekali isu publik terkait dengan keresahan dan ketidakmampuan
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik prima kepada
masyarakat. Menurut data Ombudsman RI bentuk dugaan maladministrasi yang
ditangani Ombudsman RI adalah penundaan berlarut dengan angka laporan 1.456,
tidak memberikan pelayanan 1.242, penyimpangan prosedur 780, tidak patut 293,
permintaan uang barang dan jasa 115, tidak kompeten 100, penyalahgunaan wewenang
95, diskriminasi 66, berpihak 7, konflik kepentingan 5, dan lain-lain 4.133.

(Ombudsman RI, 2022)



Gambar 1. Data Kasus Maldministrasi Ombudsman 2022
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Sumber : Ombudsman RI, 2022

Data dari gambar 1, memperkuat bahwa Aparatur Sipil Negara telah banyak
menyimpang dari semangat reformasi yang ada. Selain itu, banyak sekali
permasalahan yang terjadi yang ditimbulkan oleh para “oknum” Aparatur Sipil Negara
(ASN). Akar permasalahan buruknya kepegawaian negara di Indonesia pada
prinsipnya terdiri dari dua hal penting, yaitu persoalan internal sistem kepegawaian
negara, dan persoalan eksternal yang mempengaruhi fungsi profesionalisme
kepegawaian negara. (Prasojo, 2010)

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Kominfo RI, 2020) juga
dijelaskan mengenai berbagai permasalahan dan tantangan ASN di Indonesia yaitu

diantaranya adalah :



1. Adanya intervensi politik ke dalam birokrasi dan ketidaknetralan ASN dalam
penyelenggaraan negara yang meningkat dalam hal korupsi kebijakan,

2. Misalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya,
hingga pelayanan diskriminatif,

3. Penerapan sistem integritas nasional yang lemah, serta kemapanan sistem dan
maturitas aparat pengawas internal pemerintah (SPIP & APIP) yang masih
rendah.

4. Masih rendahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, Korupsi juga masih menjadi salah satu persoalan yang selalu melekat
dengan para pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut data dari Indonesia
Corruption Watch, bahwa ICW menemukan data setidaknya dari 1.396 tersangka, 506
orang atau kurang lebih sekitar 36 persen di antaranya berstatus sebagai ASN,
sementara 873 orang atau 63 persen berstatus Non ASN, sisanya sebanyak 17
tersangka, sisanya tidak ditemukan data informasi yang detail. ICW juga menyebutkan
bahwa sejak adanya Undang-Undang ASN tahun 2014 hingga 2022 setidaknya ada
sekitar 3.098 orang yang berstatus sebagai ASN terkena praktik KKN. Oleh karena itu,
hal ini dapat menandakan bahwa masih banyak celah-celah korupsi yang disusupi oleh
ASN, utamanya di Tingkat daerah.. Fenomena korupsi, khususnya pasca implementasi
desentralisasi telah menjawab bahwa banyak sekali kegagalan yang terjadi dalam
agenda reformasi birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah

pusat.(Indonesia Corruption Watch, 2023)



Selain itu, ada juga praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh para pejabat
ASN, seperti di tahun 2021, KPK melakukan OTT kepada dua orang kepala daerah di
Provinsi Jawa Timur, yaitu Bupati Nganjuk dan Bupati Probolinggo. Ketua KASN
menyoroti bahwa kasus seperti ini merupakan fenomena gunung es, bisa saja kasus
yang naik ke permukaan baru sedikit, namun ternyata di permukaan sangatlah banyak
terjadi. (Humas KASN, 2021). Maraknya fenomena KKN dan kasus maladministrasi
yang dilakukan ASN harusnya menjadi catatan untuk pemerintah agar dapat bergerak
cepat mencari celah dalam melakukan Reformasi Birokrasi yang tepat guna sebagai
langkah preventif agar ASN dapat dijadikan sebagai roda pemerintah yang baik, dan
sebagai pilar pemerintah yang mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang
dan Undang-Undang yang berlaku.

Pemerintah dalam hal ini sudah banyak memberikan perhatian khusus untuk
para ASN, beberapa produk dari kebijakan yang ada juga mengatur para ASN agar
bisa menjaga integritasnya. Berbagai upaya pemerintah lakukan, salah satunya adalah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, adalah hasil komitmen pemerintah untuk
melakukan Reformasi Birokrasi yang ada di lingkungan pemerintahan. Dengan
lahirnya Undang-Undang ASN ini banyak sekali upaya yang pemerintah lakukan untuk
mencegah terjadinya berbagai permasalahan yang terjadi. Seperti, membentuk
lembaga baru KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara yang memiliki tugas seperti

yang termaktub dalam Pasal 31 yaitu :



1. Menjaga netralitas Pegawai ASN;

2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan

3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN
kepada Presiden.

KASN diharapkan mampu menciptakan ASN yang tangguh dan profesional
dalam menjalankan setiap pekerjaan yang ada, KASN merupakan nawacita dan
representasi dari pemerintah pusat untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang
mampu melaksanakan transformasi lebih baik untuk Negara dan masyarakat. Selain
itu, demi mencegah terjadinya jual-beli jabatan, pemerintah merombak sistem
rekrutmen ASN, ada dua perubahan besar yang pemerintah lakukan, yaitu dengan
menyelenggarakan rekrutmen ASN menggunakan cara Computer Assisted Test (CAT)
dan seleksi terbuka (open bidding) jabatan pimpinan tinggi (JPT) atau sistem lelang
jabatan. Diharapkan bahwa sistem yang sudah dirancang ini dapat menyaring orang-
orang yang tepat untuk bisa memegang jabatan strategis (Katharina dkk., 2018).

Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kasus
maladministrasi yang terjadi di lingkungan pemerintah, menurut Ketua Komisi
Aparatur Sipil Negara :

“Sebaik apapun sistem kalau integritas ASN tidak baik, integritas

politisi tidak baik, dia akan selalu berusaha membobol sistem itu”.

Oleh karena itu diperlukan sebuah program khusus yang mampu menciptakan
integritas ASN, seperti adanya Nilai Dasar yang mampu menjadi landasan atau pilar

yang dipahami seluruh ASN di Indonesia.



Dewasa ini, dalam suatu organisasi tentu diperlukan sebuah “core value” atau
nilai dasar yang membentuk identitas organisasi. Sebuah nilai dasar tentunya perlu
memuat hal-hal yang akan mendukung efektivitas lingkungan organisasi dalam
melakukan pekerjaannya, terutama organisasi pemerintah yang terkait dengan aturan-
aturan baku, baik tertulis maupun tidak. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah
satu pemegang kunci dari jalannya sebuah pelayanan publik dan birokrasi yang ada di
kehidupan masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya wajib memiliki perilaku
dan integritas yang baik, yang didasarkan pada nilai-nilai yang disusun oleh
pemerintah dalam mewujudkan etos kerja yang unggul.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa
fungsi Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan
perekat serta pemersatu bangsa. Aparatur Sipil Negara merupakan hal utama dari jalannya roda
pemerintahan dan menentukan berhasil atau tidak terhadap jalannya pembangunan
pemerintah. Hal itu tidak bisa kita pungkiri bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki power yang
besar dalam setiap pembangunan pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa diibaratkan
sebagai roda, dan pemerintah adalah kendaraannya, layaknya kendaraan yang dapat melaju,
tentu diperlukan roda yang baik dan layak agar dapat melaju dengan baik pula. Namun
sebaliknya, apabila roda yang ada tidak baik dan tidak layak jalan, maka kendaraan tidak akan
bisa berjalan dengan baik. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik ditunjukkan dengan
kualitas perilaku yang baik dan budaya kerja yang unggul dalam memberikan pelayanan
publik kepada masyarakat.

Sejatinya, Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 tentang
Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa dalam menjalankan profesinya ASN harus

berlandaskan :



1. Nilai-Nilai Dasar ASN

2. Kode Etik dan Kode Perilaku

3. Komitmen, Integritas Moral dan Tanggung Jawab pada Pelayanan Publik
4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas Profesionalitas

Jabatan

Pada 27 Juli 2021, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 20
Tahun 2021, meluncurkan sebuah program yang memuat nilai-nilai dalam
menciptakan Budaya Kerja Unggul untuk semua instansi pemerintah, yang diberi
nama “BerAKHLAK”. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi pada
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Handal, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
BerAKHLAK ini juga merupakan Core Values yang sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan merupakan turunan dasar
hukum yang memiliki korelasi dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021.

BerAKHLAK merupakan perwujudan nawacita dan keseriusan Pemerintah
Indonesia dalam membangun branding awareness terhadap Aparatur Sipil Negara
dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang tepat guna dan mampu meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia yang ada. BerAKHLAK diharapkan dapat dijadikan
sebagai nilai dasar dalam percepatan Transformasi ASN, yang berkaitan
dengan pengembangan SDM untuk mewujudkan kualitas ASN yang lebih baik
kedepannya, baik dari segi kualitas pelayanan maupun sikap integritas yang

ditunjukkan.



Gambar 2. Logo ASN BerAKHLAK

>
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Sumber : Kemenpan RB Indonesia
Core Values ASN BerAKHLAK lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
yaitu :
1. Ber : Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen ASN dalam memberikan
pelayanan prima demi kepuasaan masyarakat
2. A : Akuntabel, yaitu bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang telah
diberikan.
3. K : Kompeten, yaitu mengembangkan kemampuan dan kapabilitas yang
dimiliki
4. H : Harmonis, yaitu saling peduli terhadap sesama manusia dan menghargai
perbedaan yang berlaku.
5. L : Loyal, yaitu mampu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan
Bangsa dan Negara.
6. A : Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta
menghadapi perubahan yang terjadi.

7. K: Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.



Gambar 3. Penjelasan ASN BerAKHLAK

panrb b,

bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Berorientasi Pelayanan Kolaboratif
* Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat * Memberi kesempatan kepada berbagai
* Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan pihak untuk berkontribusi
* Melakukan perbaikan tiada henti * Terbuka dalam bekerja sama untuk

menghasilkan nilai tambah
* Menggerakkan pemanfaatan berbagai

Akuntabel sumber daya untuk tujuan bersama

* Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung
jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi Adaptif

* Menggunakan kekayaan dan barang milik negara
secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

* Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

* Cepat menyesuaikan diri menghadapi
perubahan

* Terus berinovasi dan mengembangkan
kreativitas

* Bertindak proaktif
Kompeten

* Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah

* Membantu orang lain belajar

* Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Loyal

* Memegang teguh ideologi Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, NKRI serta
pemerintahan yang sah

* Menjaga nama baik sesama ASN,
Pimpinan, Instansi, dan Negara

* Menjaga rahasia jabatan dan negara

Harmonis
* Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
® Suka menolong orang lain
* Membangun lingkungan kerja yang kondusif

o @kempanrb @ @kemenpanrb @ www.menpan.go.id ﬁ ° Kementerian PANRB
[

Sumber : Kemenpan RB Indonesia
Dari bahasan di atas, bahwa semua organisasi pemerintah diharapkan untuk
mampu melakukan pelaksanaan terkait ASN BerAKHLAK. Organisasi yang ada
diharapkan mampu untuk mengembangkan Core Values ASN BerAKHLAK menjadi
sebuah potensi besar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ASN di
Indonesia. Tidak hanya di pusat, hendaknya hal ini dapat ditindaklanjuti oleh
pemerintah daerah. Salah satu Pemerintah Daerah/Kota yang sedang gencar

mengimplementasikan Core Values ini adalah Pemerintah Kota Palembang.



Setelah keluarnya Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 20 Tahun 2021, Pemerintah
Kota Palembang dengan cepat menindaklanjuti instruksi tersebut dengan
mengeluarkan Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara pada
Pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang menginstruksikan kepada
selurun OPD untuk melakukan Sosialisasi Budaya Kerja dan mengimplementasikan
ASN BerAKHLAK.

Dari banyaknya OPD yang ada di Kota Palembang, peneliti memilih Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai lokus dalam penelitian. Peneliti
memilih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dikarenakan salah satu
tugas penting Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang adalah memberikan
pelayanan informasi publik kepada masyarakat, hal ini selaras dengan instruksi
Pemerintah kota Palembang untuk melakukan Sosialisasi Budaya Kerja dan
Implementasi ASN BerAKHLAK, yang mana dalam penyebaran informasi tersebut,
Dinas Kominfo Kota Palembang seharusnya secara internal sudah
mengimplementasikan ASN BerAKHLAK.

Hal ini juga didukung oleh Pernyataan Kominfo RI , sebagaimana yang
dijelaskan dalam Road Map Kominfo RI bahwa diperlukan sistem yang dapat
mengukur kesesuaian antara nilai yang dimiliki oleh pegawai Kominfo dengan nilai
ASN, sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, diperlukan
pengawasan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang ada telah diimplementasikan

dengan baik melalui berbagai budaya dan etos kerja pegawai Kominfo.
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Oleh karena itu, diperlukan usaha yang masif dan kontinu dalam
mengimplementasikan nilai-nilai internal Kementerian., diantaranya membangun
keselarasan aspek penilaian perilaku ASN dengan aspek-aspek dalam nilai- nilai
Kementerian sehingga tertanam dalam kepribadian dan karakter yang terwujud dalam
budaya kerja yang baik bagi pencapaian kinerja organisasi (Kominfo RI, 2020). Oleh
karenanya, Peneliti ingin melihat bagaimana implementasi ASN BerAKHLAK di
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, adalah instansi yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung di bawah
Walikota Palembang dan Pemerintah Kota Palembang. Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008
Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.
Dinas Komunikasi memiliki Tugas yaitu Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang Komunikasi dan
Informatika.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 tentang
pembentukkan, Organisasi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Palembang yang terdiri dari dari : Satu Orang Kepala Dinas, Satu Orang Sekretaris,

Empat Orang Kabid, serta 15 Orang Kepala Seksi.
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Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, terdiri dari beberapa
pegawai, baik ASN, non-ASN dan juga Pegawai Harian Lepas. Sesuai dengan data
dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2029 terdapat sekitar 47 pegawai berstatus
Aparatur Sipil Negara (ASN) per-tahun 2022. Berdasarkan Rencana Strategis
(RENSTRA) 2018-2023 bahwa ada berbagai masalah yang masih dihadapi oleh Dinas
Kominfo Kota Palembang, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya SDM yang ada di Kominfo terutama aparat di Bidang Informasi
dan Komunikasi

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan

3. Belum sesuai standarnya Pelayanan Operasional Prosedur yang ada

4. Keterbatasan anggaran dalam kegiatan pelaksanaan program.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang Tahun 2018-2023 juga disebutkan bahwa ada berbagai isu strategis
yang menjadi prioritas organisasi dalam merumuskan kebijakannya, baik dalam
kebijakan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan kebijakan juknis (petunjuk teknis) di
bidang komunikasi dan informatika yang meliputi administrasi dan kesekretariatan,
penyebaran dan penyampaian informasi publik, dan pengembangan telekomunikasi.
Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah sesuai dengan bidang tugas-tugasnya;
Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atau
pelaksanaan tugasnya, Menyampaikan bahan hasil dari evaluasi tahunan, memberikan
saran, kritik dan pertimbangan kepada Walikota sesuai dengan bidangnya. Meningkatkan
kualitas dan kuantitas SDM dengan kompetensi serta sarana dan prasarana
infrastruktur guna menuju Palembang Smart City dan mendukung keterbukaan

informasi-publik.
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Hal itu sejalan dengan fokus penelitian yang akan diambil terutama pada
Peningkatan Kualitas SDM diperlukan sebuah nilai dasar sebagai pedoman dalam
melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut (Elyasa, 2022) bahwa
“nilai dasar (core values) ada kaitannya dengan keberhasilan ukuran kinerja” (the
measures of successful performance). Penelitian yang akan dilakukan mengenai
“Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah, maka
rumusan masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian adalah “Bagaimana
Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah : “Untuk
Mengetahui Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang”

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan memberi manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dari hasil
penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian itu diharapkan dapat memberikan ilmu

pengetahuan terutama bagi Administrasi Publik dan memberikan kontribusi

bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai Implementasi

Core Value ASN BerAKHLAK di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Palembang.
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2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan sumbangan ide
pemikiran, khususnya untuk Instansi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang, mengenai Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK.
Selain itu, diharapkan bahwa penelitian mengenai Implementasi ASN Ber-
AKHLAK ini dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
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